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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Sebagai salah satu faktor penting bagi kehidupan tentu kita tidak bisa 

mengabaikan keberadaan tanah, dimana Negara Indonesia merupakan negara agraris 

dengan wilayah yang sangat luas. Seiring dengan semakin pentingnya fungsi tanah 

bagi kehidupan dan adanya hubungan yang erat tersebut membuat manusia berlomba-

lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan karena nilai 

ekonomis bagi segala aspek kehidupan.
1
 Tanah yang merupakan kebutuhan pokok 

bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal seperti keterbatasan tanah baik 

dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Tanah disatu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting serta 

telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi, di lain pihak harus 

dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2
 

Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang 

diinginkan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamahkan dalam pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang 
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terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, maka permasalahan yang berkaitan dengan 

penggunaan, pemilikan, penguasaaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan 

perhatian yang khusus dalam peraturan perundangan, maka pada tanggal 24 

September 1960 keluarlah peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, yang 

dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, karena sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di 

Indonesia berlaku dua sistem hukum di bidang pertanahan, yaitu hukum tanah yang 

berdasarkan hukum adat (hak ulayat) dan hukum tanah yang berdasarkan hukum 

barat yang terdapat dalam BW (Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata).
3
 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dualisme aturan hukum yang terdapat 

dalam hukum tanah sebelumnya hapus. Hukum agraria yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

merupakan hukum pertanahan nasional yang tujuannya adalah:
4
 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 
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Negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan 

makmur. 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Implikasi adanya dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 

1945, adanya Hak Menguasai Negara, Hak menguasai Negara yang terdapat dalam 

Undang-Undang, dalam ayat (2) disebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting 

bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. 

Kemudian dalam ayat (3) disebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat“. Kandungan makna dalam pasal tersebut mempunyai dua garis besar yaitu 

pertama : negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang tekandung 

didalamnya, kedua : bumi, air, dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.   

Makna dari pemahaman tersebut adalah negara memiliki kewenangan sebagai 

pengatur, perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, 
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penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Konsekuensi dari 

pemahaman tersebut maka negara memiliki kewajiban untuk
5
: 

a. segala bentuk pemanfaatan bumi serta hasil yang diperoleh di  dalamnya, 

harus secara nyata meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau 

di atas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati 

langsung oleh rakyat. 

c. mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan 

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di 

dalam serta di atas bumi dan air. 

d. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan 

bahwa “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat”. 

Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk:
6
 

                                                           
5
 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2009, 

hlm 101-102. 
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a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; 

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti 

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 

Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Pasal-pasal UUPA yang 

menyebutkan ada dan macam dari Hak Atas Tanah adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), 

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan: Ayat (1) “Atas 

dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ayat (2) “Hak-Hak Atas Tanah yang 

dimaksud dalam Pasal 1 ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah 

yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di 

atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-

peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” 
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Hak Pengelolaan diambil dari bahasa Belanda, yakni Beheersrecht yang 

artinya Hak Penguasaan
7
. Hak Pengelolaan atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 

adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilahnya dalam Undang-

Undang Pokok Agraria. Tetapi secara tidak langsung, pada Penjelasan Umum Angkat 

II Nomor 2 UUPA, yaitu “negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 

keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa 

(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swantantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan 

tugasnya masing-masing.”8
 Dan secara tersirat juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) 

yang menyatakan bahwa dari Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas 

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-

masyarakat adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan nasional, menurut 

ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dan dalam prakteknya juga, keberadaan 

Hak Pengelolaan berikut landasan hukum telah berkembang sedemikian rupa dengan 

berbagai ekses dan permasalahannya. 

Pada dasarnya, HPL lahir bukanlah didasakan atas Undang-Undang, 

melainkan didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang 

                                                           
7
 A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok 

Agraria), Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 6. 
8
 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 
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Kebijaksanaan Selanjutnya. Peraturan inilah yang pertama kali secara tersurat 

menggunakan istilah “Hak Pengelolaan”, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

2
9
 Peraturan Menteri Agraria  Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 

Selanjutnya. Kembali lagi ke Pasal 2
10

 UUPA menjelaskan bahwa Hak Menguasai 

dari Negara berasal dari Pasal 33 ayat (3)
11

 UUD 1945, yang mencakup bumi, air, 

ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 

Selanjutnya berdasarkan hal diatas, badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai Hak Pengelolaan, antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan 

Umum (Perum), Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Pelabuhan 

Indonesia (Persero), PT. Angkasa Pura (Persero), PD. Pasar Surya Surabaya, PD. 

Pasar Jaya DKI Jakarta, PD. Sarana Jaya DKI Jakarta, PT. Surabaya Industrial Estate 

Rungkut (SIER), PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), dan Badan Otorita 

Batam.
12

 Hak pengelolaan lahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 (ayat 

1) huruf a berisikan wewenang untuk:
13

 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; 

                                                           
9
 Djika tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan 

instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan djuga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada 

pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi mendjadi hak pengelolaan sebagai 

dimaksud daiam pasal 5 dan 6, jang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan 

itu oleh instansi jang bersangkutan. 
10

 Atas dasar kententuan dari Pasal 3 UUD dan hal-hal sebagai hal-hal yang dimaksud dalam 

Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu apda 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
11

 Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
12

 Pasal 67 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999. 
13

 A.P. Parlindungan, Op.cit, hlm. 14. 
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b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pengguna lahan 

menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, 

yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan 

keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah-tanah 

kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 

tentang “Pelimpahan wewenang pemberian Hak atas tanah” sesuai dengan 

peraturan perundangan agraria yang berlaku. 

Mengenai HPL di pulau Batam, dipegang oleh sebuah Badan Otorita 

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau sering disingkat dengan 

OB yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang telah 

beberapa kali diubah, yang terakhir diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 25 

Tahun 2005
14

 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang pada Pasal 6 huruf (a) 

dinyatakan bahwa seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan 

dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 

                                                           
14

 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah 

beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden : 

1. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978; 
2. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989; 
3. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998; 
4. Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000; 
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; 

Perubahan-perubahan dari Keppres ini tidak mengubah tupoksi daripada Otorita Batam. 
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Batam, dan pada huruf (b)
15

 sebagai peruntukannya. Kemudian Keppres Nomor  41 

Tahun 1973 ini disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  41 Tahun 

1973 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. 

Dilihat dari Keputusan Presiden Nomor  41 Tahun 1973 tentang Daerah 

Industri Pulau Batam, dinyatakan adanya suatu Otorita (Otorita Batam) dan 

berdasarkan Pasal 6 ayat (2) yang menugaskan dan/atau memberi wewenang kepada 

OB, yaitu:
16

 

a. Mengatur seluruh yang ada di pulau Batam diserahkan dengan Hak 

Pengelolaan kepada ketua OB. 

b. Hak Pengelolaan tersebut memberi wewenang untuk: 

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga 

dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai 

dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria; 

4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. 

                                                           
15

 Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita 

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk; 

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria; 

4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. 
16

 A.P. Parlindungan, Op.cit, hlm. 56. 
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Yang kemudian oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 

1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam, 

pada pasal 7, memberikan wewenang kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri 

Pulau Batam/Otorita Batam untuk:
17

 

1) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

2) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

3) menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengeloaan tersebut kepada pihak 

ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundangan Agraria yang berlaku; 

4) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. 

Kemudian, Batam pada tahun 1990, status pemerintahannya masih bersifat 

administratif, yang dipimpin oleh Walikota yang tugasnya terbatas hanya pada 

masalah sosial kemasyarakatan, sedangkan tugas pengembangan dan pembangunan 

sepenuhnya dijalankan oleh Otorita Batam, yang sekaligus satu-satunya lembaga 

yang diberi wewenang untuk mengalokasikan lahan tanah
18

, dan setelah adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 59. 
18

 Ampuan Situmeang, Menata Kewenangan Pembangunan Batam, Rempang, dan Galang 

(Barelang), Bidik-Phronesis Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 6. 
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Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang 

intinya mengubah atau mengalihkan Otorita Batam menjadi BP Batam termasuk 

pengalihan kewenangan mengenai hak pengelolaan lahan dan hak-hak lainnya yang 

dulunya dimiliki oleh Otorita Batam.
19

 

Berdasarkan dari kewenangan-kewenangan diatas, BP Batam mempunyai 

wewenang untuk memberikan pengalokasi lahan di pulau Batam bagi pengguna lahan 

yang memohon alokasi lahan, khususnya dalam hal ini mengeluarkan Surat Perjanjian 

antara BP Batam dengan Pemohon Alokasi Lahan. Dimana Pemohon baik perorangan 

maupun badan hukum, memohonkan lahan kepada BP Batam untuk digunakan, yang 

jika permohonan itu dikabulkan, maka terbitlah Surat Perjanjian dengan Pemohon 

dalam hal ini Pengguna Lahan wajib membayar uang ganti rugi atau UWTO kepada 

BP Batam. Permasalahan pun timbul terkait Surat Perjanjian yang dikeluarkan BP 

Batam, karena menurut Penulis sangat tidak berimbang, dalam artian kesetaraan para 

pihaknya. Bahwa dalam suatu perjanjian dimana untuk sahnya suatu perjanjian 

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengandung empat syarat yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal; 

                                                           
19

 Ampuan Situmeang, Kajian Kajian Hukum Terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 

148/PMK.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam Yang Cacat 

Kewenangan, 2017, hlm. 6. 
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Kesepakatan/sepakat yang dimaksudkan diatas adalah persesuaian kehendak 

antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan (dalam 

perjanjian jual-beli). Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu 

dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi terkait Surat Perjanjian yang 

dikeluarkan oleh BP Batam, menurut Penulis tidak berimbang antara para pihak yang 

bersepakat mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut. BP Batam seakan-akan lebih 

berat dibanding pihak Pemohon yang memohon pengalokasian lahan, karena jika 

syarat-syarat yang diberikan BP Batam tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam rangka 

menerbitkan Surat Perjanjian tersebut, maka BP Batam tidak akan menerbitkan Surat 

Perjanjian nya. Padahal sudah sepatutnya BP Batam tidak mempersulit Pemohon yang 

ingin memohon pengalokasian lahan, jika syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon 

sudah terpenuhi secara hukum. Adapun syarat-syarat termasuk alur permohonan 

alokasi lahan di BP Batam, yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Surat Permohonan Alokasi Lahan dari Pemohon kepada BP Batam, dengan 

lampiran yakni:  

Bagi Badan Hukum : 

a. Photo copy Akta Perubahan Pendirian terakhir 

b. Photo copy No. Pengesahan Menteri Kum & HAM terakhir 

c. Photo copy KTP Direksi 

d. Alamat Korespondensi 

e. Alamat e-mail 

f. SIUP (Ijin Usaha) 

g. Profil Perusahaan 

h. Photo copy Rek. 3 bln terakhir 

i. Laporan Keuangan 2 Tahun Buku terakhir 

Bagi Perorangan : 

a. Fotocopy KTP yang masih berlaku 

b. Fotocopy Kartu Keluarga 

c. Alamat Korespondensi 

b) Surat Persetujuan Alokasi Lahan dari BP Batam 
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c) Faktur Pembayaran, berupa biaya pembayaran tanda jadi (5%) dari total 

pembayaran beserta biaya total pembayaran dari alokasi lahan tersebut. 

d) Gambar Penetapan Lokasi (PL) jika baru berupa pembayaran tanda jadi alokasi 

lahan. 

e) Gambar Penetapan Lokasi (PL) lengkap jika sudah lunas pembayaran alokasi 

lahan. 

f) Surat Keputusan BP Batam terkait permohonan alokasi lahan. 

g) Surat Perjanjian BP Batam terkati permohonan alokasi lahan, 

h) Surat Permohonan rekomendasi dari BP Batam kepada BPN Kota Batam, agar 

menerbitkan sertifikat atas lahan yang dimohonkan. 

Permasalahan pertanahan di Batam cukup rumit karena sebagian besar dari 

permohanan HPL yang telah dikeluarkan oleh BP Batam ternyata bermasalah. 

Adapun problem pertanahan yang saat ini mencajadi karut marut dalam persoalan 

agraria di Batam itu cukup banyak. Menurut Deputi Bidang Pengusahaan Sarana 

Usaha BP Batam, RC Eko Budi Santoso, hanya sekitar 38 persen saja HPL yang clear 

and clean dari berbagai persoalan. RC Eko menyebutkan di antaranya ialah 

status lahannya berada di hutan lindung, pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukan, tumpang tindih, dan dikeluarkan alokasi lahan, bahkan tidak ada 

tanahnya.
20

 

Berangkat dari syarat-syarat termasuk alur permohonan alokasi lahan kepada 

BP Batam yang disebut diatas dan juga permasalahan-permasalahan lahan yang ada di 

Batam, banyak kendala-kendala yang dihadapi Pemohon sampai akhirnya BP Batam 

mengeluarkan Surat Perjanjian atas hak pengelolaan. Maka dari itu Penulis merasa 

penting untuk membahas mengenai terbitnya Surat Perjanjian pengalokasian lahan 

                                                           
20

 Abd Rahman Mawazi, Inilah Persoalan Pertanahan di Batam Versi BP Batam, Mulai 

Tumpang Tindih hingga Hutan Lindung. http://batam.tribunnews.com/2016/10/20/inilah-persoalan-

pertanahan-di-batam-versi-bp-batam-mulai-tumpang-tindih-hingga-hutan-lindung diakses pada 

tanggal 21 Pebruari 2018, pukul 11:34 WIB. 

http://batam.tribunnews.com/tag/pertanahan
http://batam.tribunnews.com/tag/pertanahan
http://batam.tribunnews.com/tag/bp-batam
http://batam.tribunnews.com/tag/lahan
http://batam.tribunnews.com/tag/hutan
http://batam.tribunnews.com/2016/10/20/inilah-persoalan-pertanahan-di-batam-versi-bp-batam-mulai-tumpang-tindih-hingga-hutan-lindung
http://batam.tribunnews.com/2016/10/20/inilah-persoalan-pertanahan-di-batam-versi-bp-batam-mulai-tumpang-tindih-hingga-hutan-lindung


14 

 

oleh BP Batam kepada Pengguna Lahan. Dan penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS SURAT PERJANJIAN PENGALOKASIAN LAHAN 

YANG DIKELUARKAN BP BATAM KEPADA PENGGUNA LAHAN 

SEBAGAI PENERIMA ALOKASI LAHAN”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang 

terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan, maka penulis memilih rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Pengalokasian Lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam 

kepada Pengguna Lahan sebagai Penerima Alokasi Lahan ? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban BP Batam termasuk dalam Perjanjian 

Pengalokasian Lahan kepada Pengguna Lahan sebagai Penerima Alokasi Lahan ?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengalokasian Lahan yang dikeluarkan oleh BP 

Batam kepada Pengguna Lahan sebagai Penerima Alokasi Lahan. 

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban BP Batam dalam Perjanjian Pengalokasian 

Lahan kepada Pengguna Lahan sebagai Penerima Alokasi Lahan. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi 

ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan 

pemikiran baru dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum Agraria maupun 

hukum tanah terkait surat perjanjian pengalokasian lahan yang dikeluarkan oleh 

BP Batam kepada Penguna Lahan sebagai penerima pengalokasian lahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapakan bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya serta dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang 

sama, khususnya bagi para Pengguna Lahan sebagai pengguna lahan lahan di 

pulau Batam. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Teori Perjanjian Mengenai perjanjian dalam bahasa Belanda nya diistilahkan 

dengan “overeenkomst dan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan contract diatur 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata”21
. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 

                                                           
21

 Tan Tong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru van 

Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 402. 
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KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pendapat lain dikemukakan 

oleh Schoordijk bahwa kekuatan mengikat perjanjian harus dicari dalam kepercayaan 

yang dimunculkan atau dibangkitkan pada pihak lawan. Kepercayaan tersebut tertuju 

pada suatu perilaku faktual tertentu.
22

 Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang 

kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi KUHPerdata 

menentukan mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, 

yang mengatur dan memuat hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang 

atau pihak tertentu.
23

  

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa 

kelemahan, maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan defenisi perjanjian 

salah satunya Handri Raharjo yang menyatakan terdapat kata sepakat antara subjek 

hukum, dan saling mengikatkan diri sehingga subjek yang satu berhak atas prestasi 

dan subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

“kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat 

hukum.”24
 Van Dunne sebagai pencetus teori baru mengartikan perjanjian sebagai 

berikut: Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum‟. Teori baru tersebut tidak hanya melihat 

perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang 

                                                           
22

 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, 

Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 68. 
23

 Subekti dan Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan 

Burgerlijk Wetboek, Cet.28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 323. 
24

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 

42. 
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mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori hukum baru, 

yaitu: 

1. tahap pracontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, 

2. tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara 

para pihak, 

3. dan tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian
25

 

 

Menurut Salim H.S. unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya perbuatan hukum, 

2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, 

3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan, 

4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih, 

5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung 

satu sama lain, 

6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, 

7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau 

timbal balik, dan 

8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang 

undangan.
26

 

Syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah sepakat untuk mengikatkan diri, 

seperti tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan dipenuhinya empat syarat 

sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara 

hukum bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

                                                           
25

 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori & Tehnik Penyusunan Kontrak, Cet. VIII, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2011, hlm. 26. 
26

 Ibid, hlm. 25. 
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berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
27

 Namun tidak setiap pernyataan dapat 

menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja 

yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-

benar dikehendaki
28

. 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan 

kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang 

janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa 

adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para 

pihak. Dengan kepercayaan, para pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian tersebut 

mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, berlaku asas 

Pacta Sunt servanda yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. 

Sehingga jelas bahwa dapat dibuat perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak 

melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau lebih 

dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dilihat dari syarat sahnya perjanjian dan 

asas kebebasan berkontrak, Asser membedakan bagian isi perjanjian, bagian inti 

(wesenlijk oordeel) yaitu unsur essensialia dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk 

oordeel) yaitu unsur naturalia dan unsur aksidentalia.
29

 

                                                           
27

 R. Subekti I, Op.cit, hlm. 1 
28

 Salim, HS., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 

168. 
29

 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasannya, Cet. 2, Bandung, 1993, hlm. 99. 
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Unsur essensialia merupakan unsur-unsur yang biasanya dijumpai dalam 

perjanjian tertentu, namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun, suatu 

perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali dinyatakan 

sebaliknya, sebagai contoh dalam jual beli tidak diperjanjikan mengenai siapa yang 

berkewajiban membayar biaya balik nama, maka ketentuan undang-undang yang 

berlaku yaitu Pasal 1466 KUHPerdata. Unsur aksidentalia merupakan suatu syarat 

yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan 

tertentu dengan maksud khusus sebagai penegasan dan sebagai suatu kepastian. 

Suatu perjanjian hendaklah memenuhi rasa kepercayaan dan keadilan yang 

berkeseimbangan bagi para pihak, dimana perjanjian tersebut memenuhi asas 

persamaan hukum dan asas keseimbangan. 

2. Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah 

Dalam kepustakaan, power diterjemahkan sebagai kekuasaan, sedang 

authority diterjemahkan sebagai wewenang.
30

 Kekuasaan, kekuatan dan wewenang 

berkaitan erat dengan paksaan yang antara lain terwujud dalam sanksi hukum.
31

 

Kekuasaan merupakan kesepadanan dari wewenang. Dalam hukum, wewenang ini 

sah jika dijalankan menurut hukum. Secara istimewa, wewenang dimiliki oleh negara. 

Sehingga, negara berhak menuntut kepatuhan. Oleh karena itu, wewenang atau 

                                                           
30

 Franz Magnis Suseno membedakan 2 (dua) jenis wewenang, yaitu: wewenang dalam arti 

ada kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi ada hak untuk memberi perintah (diontis) yang 

berarti harus serta wewenang dalam ilmu pengetahuan yang disebut (Epsitemis), selengkapnya lihat 

dalam: Franz Magnis Suseno, Etika Politik: PrinsipPrinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT. 

Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 53 
31

 Abdul Gani dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, 

Galia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 157. 
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kekuasaan negara berada dalam lingkup hukum publik. Kekuasaan berkaitan juga 

dengan lingkup hukum perdata, yaitu: kecakapan dan kemampuan melakukan sesuatu 

(bekwaam dan bekvougd).
32

 

Salah satu Undang-Undang pelaksana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai bentuk nyata Negara menguasai tanah, adalah Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1960 yang menempatkan negara sebagai penguasa tertinggi atas seluruh 

bidang tanah di negeri ini. Pernyataan ini dapat ditemui dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUPA, yang menegaskan bahwa : "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang – Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air 

dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat". 

Tanah dikuasai oleh negara artinya tidak harus dimiliki oleh negara. Negara 

memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi negara untuk mengatur dan 

mengurus (regelen en besturen).
33

 Pengertian dikuasai menurut Pasal 2 ayat (1) 

tersebut adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, 

air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan juga menentukan dan mengatur 

                                                           
32

 Menurut N. E. Algra, kata “kompeten” diartikan sama dengan bekwaam dan bekvougd, 

selengkapnya lihat N. E. Algra, Inleiding tot het Nedherlands Privaatrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 

Zwolle, achtiende druk, 1985, hlm. 79 dan 121. 
33

 Winahyu Erwiningsih, Op.cit, hlm. 83. 
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hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatanperbuatan hukum 

yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
34

 Penguasaan hak menguasai dari 

Negara menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA dapat dikuasai kepada pemerintah daerah dan 

masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan Nasional. Selain itu pelimpahan wewenang tersebut juga dapat diberikan 

kepada badan-badan otorita, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan 

perusahaan daerah dengan memberikan penguasaan tanah tersebut dengan Hak 

Pengelolaan. 

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pengelolaan 

berasal dari hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara oleh instansi pemerintah. 

Karena hak penguasaan itu sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), maka eksistensinya diakui dan disesuaikan dengan UUPA. 

Penyesuaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 yang 

menegaskan hak penguasaan atas tanah negara sebagai dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 dikonversi menjadi hak pengelolaan. 

Esensi dari hak pengelolaan adalah memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk menyerahkan bagian-bagian tanahnya kepada pihak ketiga dengan Hak 

Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, berikut lanjutan seperti Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun. Secara spesifik, pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas 

                                                           
34

 Boedi Harsono, Op.cit, hlm. 271. 
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hak pengelolaan kepada pihak ketiga hanya dapat terjadi dalam hal surat perjanjian, 

dimana pihak ketiga berkewajiban untuk membangun, mengembangkan dan 

memberdayakannya tanah dan bangunan tersebut selama jangka waktu tertentu, dan 

apabila jangka waktunya berakhir pihak ketiga tersebut menyerahkan kembali tanah 

dan bangunan berikut fasilitasnya kepada pemegang hak pengelolaan tersebut. 

 

F.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitan sebagai berikut: 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
35

 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian in merupakan jenis penelitian hukum normatif untuk mengkaji 

hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, 

menganalisis, menafsirkan, dan menilai norma-norma hukum positif dan 

penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum doktriner yang juga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan 

atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian normatif 

                                                           
35

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press, 

1986, hlm. 2.  
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karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang 

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
36

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan 

pendekatan konseptual (Conseptual Approach). 

3. Sumber dan Bahan Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai 

autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan primer yang 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim
37

, khususnya yakni: 

1) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri 

Pulau Batam, yang terakhir dirubah menjadi Keputusan Presiden 

Nomor 25 Tahun 2005,  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata 

Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-

Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya,  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria,  

                                                           
36

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13.  
37

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 

2014, hlm. 181. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang  Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan. Hak Pakai Atas Tanah,  

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam,  

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang,  

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang,  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Kepala 

BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Administasi Lahan, dan peraturan perundangan-undangan terkait 

lainnya, catatan-catatan resmi, maupun catatan sejarah terbentuknya 

pulau Batam yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian 

ini. 
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a. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai 

pendukung dari bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) buku-buku yang ditulis para ahli hukum. 

2)  jurnal-jurnal hukum yang bersifat internasional. 

3) artikel-artikel. 

4) website pemerintahan. 

5) komentar tentang putusan pengadilan
38

 kamus hukum dan sumber lainnya 

yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Misalnya kamus 

Hukum, ensiklopedia, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum 

normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik 

untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan 

studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang 

berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-

                                                           
38

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 181. 
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undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, termasuk juga makalah, surat 

kabar, majalah dan jurnal, dokumen-dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu proses analisis bahan dimulai dengan menelaah seluruh 

bahan yang tersedia dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk 

diambil suatu kesimpulan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak 

menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan 

kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas 

dari bahan dan bukan kuantitas.  

6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan penyusunan skripsi ini menggunakan metode 

berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat 

umum ke data-data yang bersifat khusus.
39
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